
 
 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  52  TAHUN 2012  

TENTANG  

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 

MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan profesi, karir, dan 

peningkatan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang 

menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa, dipandang 

perlu mengubah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil 

yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional 

Pemeriksa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

3.  Undang-Undang  ... 
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  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

  7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 

2005; 

 

 

MEMUTUSKAN :  ... 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN BATAS 

USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 

MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA. 

 

 

Pasal 1 

  Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional 

Pemeriksa dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama batas 

usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 

(enam puluh) tahun. 

 

 

Pasal 2 

  Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 

Peraturan Presiden ini diatur oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Negara. 

 

 

Pasal 3 

  Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Agar  ... 
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 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 2 Mei 2012 

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  ttd. 

 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Mei 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 REPUBLIK INDONESIA, 

  ttd. 

 AMIR SYAMSUDIN 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 114 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Deputi Bidang Politik, Hukum 
dan Keamanan, 

 
 
 

Bistok Simbolon 
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